BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : ?m/‘f/;‘d.la

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PINRANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA
DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); /*




Menetapkan
KESATU
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pinrang;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk dan memberi Wewenang Kepada Saudara yang
tersebut namanya pada lajur 2 dengan specimen tanda
tangan dan paraf sebagaimana tertera pada lajur 4 dan 5
Lampiran Keputusan ini untuk Mengelola Keuangan
Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) dan Bendahara Umum Daerah untuk dan atas
nama serta dibawah pengawasan Bupati untuk
menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2020;

Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai

berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. melaksanakan fungsi BUD;

c. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.
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Fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA - SKPD/DPPA - SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

pinjaman atas nama Pemerintah Daerah:

g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan.

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan

serta penghapusan barang milik daerah.
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Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU diberikan Tunjangan/Honorarium
sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulannya;

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran
2020 melalui kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 G""‘""‘“{ 2039

BUPATI PINRANG,

:ﬂWHN HAMID \’
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KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR wE\L #2032

TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN
WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN PINRANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA TAHUN AGGARAN 2020

JABATAN

TANDA TANGAN PARAF KET.
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Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum
Daerah Kabupaten pinrang untuk Menandatangani Surat
Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana

Tahun Anggaran 2020

BUPATI PINRANG

MMEFZ HAMID ﬂ
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